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LAMPIRAN 09

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nmor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi
daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah
Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-
2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun
2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung
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untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi Kepala Daerah Kota Bandar
Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar
Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari
tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021).
Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
640/16/S] Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodesasi RPJMD Kota
Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang
merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan
perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan
bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan
Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2)
Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat
Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5)

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik
ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan
RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang
dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas
dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra

Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang
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Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banadar Lampung
sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan
perencanaan pembangunan Daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung
pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah
kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi
perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan
perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan
dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas
pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki,
serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi
Kota Bandar Lampung, yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya,

Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Badar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),
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tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama
Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung Menjadi Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12).
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);

24.Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).
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1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2026- 2021 merupakan dokumen yang
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan,
pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD

Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2016 - 2021 adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam
mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-
2026;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;

3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung; dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar

Lampung;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar

Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;
Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika

penulisan.
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur
organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode
tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan
program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian
PPPA; Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB 1V TUJUAN DAN SASARAN
Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bandar Lampung.
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Bandar Lampung.
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP
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BAB I GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dimana keberadaanya sangat
diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak secara lebih efektif dan efisien serta
bertanggung jawab. Dengan demikian pembangunan Gender dan Anak dapat
memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta
menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di
bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun
2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan
urusan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintah daerah, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:
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Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas
Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan
Anak.
Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan,
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi
Gender dan Anak;
Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan
Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing
sub unit kerja, yaitu:
a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan
dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan
Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan

Anak;
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan
Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan
Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;

Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan
Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan
Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga
Masyarakat

Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi
Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;

Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dibidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sekretaris mempunyai tugas :

Memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan Kkebijakan teknis,

pembinaan, perkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu,

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program keuangan,

umum, dan kepegawaian.

Fungsi :

1.
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Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum
dan Kepegawaian;

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang

keuangan;




C.

Penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan
pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang
perencanaa program dan evaluasi;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup

perempuan dan keluarga

Fungsi :

1.

Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender bidang ekonomi

Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang
bersifat rutinitas;

Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup
Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;

Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas
keseimbangan;

Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perlindungan Perempuan

Tugas:

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan

Perempuan.
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f.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang
bersifat rutinitas;

2. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

3. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan
Perempuan berdasarkan skala prioritas;

4. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

5. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tugas:

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas

Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak

dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

a. Mengoordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat
rutinitas;

b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;

c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;

d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Tugas:

Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi

gender dan anak;

Fungsi :
1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap

perempuan dan anak;
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Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan Kkebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak,
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

Menganalisa dan Mengevaluasi pelaporan penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak

8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak .

9. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bandar Lampung terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
1. Sub Bagian Program dan Informasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum
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3. Seksi Kualitas Keluarga
d. Bidang Perlindungan Perempuan
1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
2. Seksi Penguatan Kelembagaan
3. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan
e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
1. Seksi Pemenuhan Hak Anak
2. Seksi Perlindungan Anak
3. Seksi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Anak
f. Bidang Data Gender dan Anak
1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
2. Seksi Analisis dan Penyajian Data

3. Seksi Partisipasi Masyarakat
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perencana
Analis Kebijakan

- Analis Kepegawaian
- Arsiparis

SEKRETARIAT DINAS PP & PA

Statistisi
Pranata Komputer

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWATAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
PROGRAM DAN EVALUASI

BIDANG KUALITAS BIDANG PERLINDUNGAN
HIDUP PEREMPUAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA
1] — 1
SEKSI SEKSI
—] PENGARUSUTAMAAN | PERLINDUNGAN HAK
GENDER BIDANG PEREMPUAN
EKONOMI
SEKSI -
- PENGARUSUTAMAAN SEKSI
GENDER BIDANG SOSIAL, PENGUATAN KELEMBAGAAN
POLITIK DAN HUKUM
SEKSI
— SEKSI ‘- PENANGANAN KEKERASAN
KUALITAS KELUARGA PEREMPUAN

BIDANG PEMENUHAN HAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK

|

BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

- SEKSI L SEKSI
PEMENUHAN PENGUMPULAN DAN
HAK ANAK PENGOLAHAN DATA
SEKSI
] SEKSI ANALISIS DAN
PERLINDUNGAN ANAK | PENYAJIAN DATA
SEKSI
B PENCEGAHAN, L SEKSI
PENANGANAN KEKERASAN
G ANAK S PARTISIPASI MASYARAKAT

UPTD
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2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya
pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh
prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif,
kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan
pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi
salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang

akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian Tahun 2021 pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan /Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 19 (sembilan
belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:
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Tabel 2.1.

Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

(Posisi Juli 2021)
No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1. Laki- Laki 17
2. Perempuan 31
Jumlah 48

Komposisi jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat

dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.

Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

(Posisi Juli 2021)
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. Pasca Sarjana (52) 12
2. Sarjana (S1) 21
3. D3 4
3. SMA 11
Jumlah 48

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., tingkat pendidikan aparatur
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 21 orang (43,75%). Tingkat
pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam
peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang menamatkan
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pendidikan S2 cukup besar tercatat sebanyak 12 orang. Secara prosentase, jumlah
tersebut mencapai 25% dari seluruh Pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung,
tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat
pada Tabel 2.3 dan kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel
2.4. berikut ini:

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi Juli 2021)

No. Pangkat (Golongan/Ruang) Jumlah (Orang)
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1
2. Pembina (IV/a) 13
3. Panata Tingkat I (I1I/d) 3
4, Penata (III/c) 5
5. Penata Muda Tingkat I (I1I/b) 1
6. Penata Muda (Ill/a) 3
7. Pengatur Tingkat I (II/d) -
8. Pengatur (I1/c) 3
9. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) -
10. | Pengatur Muda (II/a) -

Jumlah 29
4. Tenaga kontrak 19
Jumlah Total 48
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Tabel 2.4.

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

(Posisi Juli 2021)
Staf
Eselon | Eselon | Eselon
No. Uraian dan | Jumlah
11 I11 IV
PTK
1. | Kepala Dinas 1 - - 1
2. | Sekretariat - - 3 15 18
Bidang Kualitas
3. | Hidup Perempuan - - 3 4 7
dan Keluarga
Bidang Pemenuhan
Hak dan
4, - 1 2 4 7
Perlindungan
Perempuan
Bidang Pemenuhan
5. | Hakdan - 1 2 5 8
Perlindungan Anak
Bidang Data Gender
6. - 1 2 4 7
dan Anak
Jumlah 1 3 12 32 48
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2.2.2. Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
melaksanakan tugas pokok dan fungsi ditunjang dengan sarana dan prasarana

sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana

(Posisi Juli 2021)

No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah Barang
1. | Kendaraan Roda 4 1 Unit
2. | Kendaraan Roda 2 2 Unit
3. | Mesin Absen 1 Buah
4. | Filing Kabinet 6 Buah
5. | Brankas 1 Buah
6. | Penghancur Kertas 1 Buah
7. | Plang Nama 2 Buah
8. | Gorden 1 Unit
9. | LCD in focus 1 Buah
10. | Meja Kerja %2 Biro 7 Buah
11. | Kursi Susun Stenlis 8 Buah
12. | Meja Rapat 1 Buah
13. | Meja Resepsionis 1 Buah
14. | Meja Motif daun 1 Buah
15. | Kursi Hadap/Tamu 2 Buah
16. | Kursi Tamu 1 Buah
17. | Kursi Kerja Putar 1 Buah
18. | Meja Panjang Komputer 4 Buah
19. | Meja Kerja %2 Biro 8 Buah
20. | Sofa 1 Unit
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.

Meja kerja 1 Biro
Kursi Kerja (Putar)
Kursi Rapat

Rak Piring

Rak Buku

Almari

Meja Kerja (Topan)
Meja Kerja

Meja Kerja (1/2 Biro)
Kulkas

AC

Kipas Angin

Televisi

Kaca Cermin
Dispenser

Lemari Dua Pintu
Penyekat Ruang
Penyekat Ruang Kaca
UPS Stabilizer
Komputer PC
Komputer

Note Book (Laptop)
Hardisk

Printer

Meja Eselon 11

Meja Kerja Direktur
Microphone/Wireless Pengeras Suara

Play house (Alat Praktek Bermain)

1 Buah
33 Buah
25 Buah
1 Buah
2 Buah
5 Buah
2 Buah
20 Buah
5 Buah
1 Buah
8 Buah
3 Buah
3 Buah
1 Buah
1 Buah
9 Buah
1 Buah
1 Buah
7 Buah
10 Buah
1 Buah
5 Buah
2 Buah
11 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah

1 unit
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020 meliputi Program
Pemenuhan dan Perlindungan Anak, Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Perempuan, Program Peningatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga serta
Program Data dan Informasi Gender dan Anak, Program dan Kegiatan ini
dilaksanakan pada 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung.
Secara umum yang menjadi tujuan dari program - program ini adalah agar
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak juga Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dapat terlaksana.
Alokasi Anggaran serta Realisasi Pendanaan dapat dilihat melalui Tabel TC-23 dan
Tabel TC-24. Berdasarkan Tabel TC 24 tersebut, dapat dilihat bahwa Alokasi
Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung meningkat dari Tahun ke Tahun. Akan tetapi persentase penyerapan
anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) menurun dari tahun ke
tahun, hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan
daerah sehingga mempengaruhi kemapuan daerah dalam pendanaan belanja
daerah.
Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 -
2020 dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar

Lampung dapat dilihat pada Tabel Form E 80

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tantangan

sekaligus peluang antara lain:
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A. Tantangan

1.

B.

Pemahaman dan Komitmen para pengambil kebijakan mengenai = pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan

masih kurang.

. Kelembagaan Pengarustamaan gender belum berjalan secara efektif dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

. Pengungkapan kasus - kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat

faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang

terjadi dalam keluarga.

. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat

seiring kemudahan akses pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terhadap

anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlidungan anak adalah :

1.

Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian
terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya

dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

. Adanya dukungan Kkebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak

memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

.Banyaknya potensi organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat

dan dunia usaha yang dapat dioptrimalkan untuk mendukung pelayanan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Bandar Lampung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dapat

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat tetapi relatif
rendah dibandingkan kondisi ideal dan Daerah lain di Provinsi Lampung.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat tetapi belum dalam
kondisi ideal sebesar 100.

3. Masih banyaknya OPD yang belum melakukan penyusunan
Anggaran yang  Rensponsif Gender / PPRG ( Perencanaan,
Penganggaran Responsif Gender)

4. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan belum dilakukan
melalui analisis gender karena minimnya data yang dimiliki.

5. Kesenjangan Pendapatan antara laki laki dan perempuan cukup

tinggi.

3.1.2. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1. Masih Banyak Perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.

2. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan Hak perempuan

3. Perempuan sering dijadikan obyek sehingga perempuan sangat rentan
terhadap tindak kekerasan.

4. Tingkat Partisifasi Perempuan khususnya dibidang politik dan Hukum masih
belum maksimal

5. Kapasitas Pemberdayaan dan perlindungan perempuan masih terbatas.
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6. Terbatasnya tenaga Profesional pendamping terhadap perempuan korban

kekerasan.

3.1.3. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1. Masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi seperti masih adanya
pekerja anak, Hak ABH (Anak berhadapan dengan Hukum)

2. Banyaknya situs di media Online seperti pornografi, Pelecehan Seksual dan
penipuan menyebabkan tingginya kasus tindak kekerasan terhadap anak

3. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak
Berkebutuhan Khusus (ABH), sehingga Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABH)
sulit terpenubhi.

4. Pencapaian Kota Layak anak (KLA), perlu ditingkatkan hingga mencapai
Predikat Kota Bandar Lampung Kota Layak Anak.

3.1.4. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1. Kurangnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Bandar
Lampung

2. Belum maksimalnya lembaga layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit)

sesuai standar kebutuhan perempuan dan anak.

Belum adanya PUSPAGA yang sesuai standar layanan.

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak.

o s W

Kapasitas pemberdayaan dan perlindungan Anak masih terbatas.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat
Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan

didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD
Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah:
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“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul

Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”.

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi:

1.

N

Bandar Lampung : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar
Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan
batas -batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
Sehat : Kota Bandar Lampung sebagai Kota yang bersih, nyaman, aman, dan
sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya
penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati
masyarakat dan pemerintah;

Cerdas : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu
masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang
ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada
masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi
kejadian yang takterduga sebelumnya;

Beriman : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh
serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak
mulia;

Berbudaya : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya local dalam
berbagai sektor;

Nyaman : Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan
dasar manusia yang bersifat individual dikarenakan beberapa faktor kondisi
lingkungan yang memberikan ketenangan hidup bagi masyarakatnya.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan
pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya
terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota
Bandar Lampung;

Berdaya Saing : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan
nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan

masyarakat Kota Bandar Lampung;
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9. Berbasis Ekonomi : Kota Bandar Lampung tumbuh dan berkembang

berdasarkan kekuatan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Hal ini
tentunya berpotensi meningkatkan peumbuhan ekonomi kerakyatan

khususnya di Kota Tapis berseri ini.

10. Kemakmuran : Merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan,

memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang
sukses. Kemakmuran sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi
faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai

tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan .

11. Rakyat : adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu

pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi
yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan
mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya

bila diperlukan.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut

diatas meliputi :

1.
2.
3.

Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk

mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;

. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat;

. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan

budaya daerah untuk membangun maasyarakat yang religius;

. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan

bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata
kelola Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk

mendukung investasi.

. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala Kota yang

sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem

lingkungan perkotaan.
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Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung terdapat dalam Misi 1, Tujuan 1 dan Sasaran 3 yaitu :

Misi 1

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tujuan 1:

Meningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran 3 :

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda

Indikator Sasaran :

a. IPG (Indeks Pembangunan Gender)

b. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)

c¢. Capaian Kota Layak Anak

Adapun Faktor penghambat dan pendorong yang ada dalam mencapai

tujuan tersebut yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Norma sosial dan Budaya patriarki Masyarakat Lampung yang masih
memprioritaskan kaum laki-laki dalam pekerjaan dan posisi-posisi strategis
dalam pekerjaan. (diskriminasi terhadap second sexes)

2. Mindset masyarakat umum (stereotip) yang masih meragukan kemampuan
dari para jenis kelamin perempuan dalam menduduki posisi strategis dalam
pekerjaan.

3. Masih tingginya angka pernikahan usia dini di kalangan kaum perempuan.

4. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal

5. Terbatasnya personil yang melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan

anak.

Faktor Pendorong :

1. Pesatnya berkembangan teknologi informasi yang memudahkan kampanye
terhadap kesetaraan gender.

2. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan

Perempuan
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3. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. Adanya Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung

yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.3. Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mendukung pencapaian Renstra K/L.
Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks
Pembangunan Gender (IPG)
b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak
Pidana Perlindungan Orang (TPPO)
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi
kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

termasuk TPPO
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Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif

sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak

bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABH)

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
Kabupaten/Kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan
khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang
memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh (100%)
pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang
sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase
lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang

mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia
usaha, media massa dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta
akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase

Partisipasi Lembaga Masyarakat.
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Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum
optimal

2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan
perencanaan dan penganggaran responsif gender

3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekersaan
terhadap perempuan dan anak

4. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan
Perempuan

2. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait
melalui lembaga Pemerhati Anak

3. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
(KLA)

4. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3.1. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2020-2024

Visi yang  termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung  Tahun

2020 - 2024 adalah: “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” Untuk mewujudkan Visi

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024,

dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan
damai.

2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan
pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang disabilitas.
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Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan

konektivitas wilayah.

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah

pedesaan yang seimbang dengan wiayah perkotaan.

Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan

bersama.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2020-2024

dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan yang hendak dicapai adalah “Meningkatkan Kesetaraan

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak”

Sasaran yang ingin dicapai dari penetapan tujuan tersebut adalah:

1.

Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator sasaran:

a. Persentase SKPD Propinsi Lampung yang mengimplementasikan
Anggaran Renponsif Gender

b. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan Miskin Pedesaan

. Meningkatkan capaian Kabupaten / Kota Layak Anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator sasaran:

Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak se Propinsi Lampung

. Meningkatnya  Perlindungan  Perempuan dan  Anak

Capaian Sasaran ini diukur dengan indikator Sasaran:
Persentase terselesaikannya kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

Gender,

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan

visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek

keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang
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aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara

dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2005 - 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu:

“Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025”.

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional
(PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasonal dengan salah satu fungsi utamanya
sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue
strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang
wilayah Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan Kota Bandar Lampung
sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta

keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional”.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan
perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota
Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota

Bandar Lampung dibagi dalam:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar
Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki
pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk
mencapai tujuan penataan ruang wilayah.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar
Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah
diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata

dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.
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3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar
Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar
Lampung.

4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang
Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong
kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian
pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan
tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan
diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat
pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan
fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan
perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar
Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting.
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,
nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,
berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan
yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung menjadi

perhatian penting.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-
tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persolannyata yang dihadapi dalam
pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan
OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi

pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat
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dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang
tidak boleh diabaikan.

I[su-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi
perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan
bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan
peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi

beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemahaman eksekutif dan legislatif tentang pengarustamaan gender dan
pemberdayaan perempuan sebagai suatu strategi yang mendukung
keberhasilan pembangunan perlu ditingkatkan.

2. Belum semua OPD yang telah mengimplementasikan Anggaran yang
Rensponsive Gender

3. Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan rencana dan
anggaran yang rensponsive gender

4. Belum tersedianya data terpilah per sektor pembangunan yang lengkap

5. Kurangnya upaya - upaya publikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
tentang Pengarustamaan Gender bagi lintas stakeholder

6. Optimalisasi dan Pengembangan database yang komprehensive dan dapat
diakses oleh publik dan pihak yang berkepentingan lainnya.

7. Perlunya Regulasi untuk PPRG yang menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan
jelas.

8. Kasus kasus kekerasan lebih banyak terjadi dikalangan perempuan dan anak

9. Peningkatan pembinaan terhadap Fasilitator dan masyarakat dalam upaya
meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

10. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

11. Peningkatan penanggulangan korban kekerasan dan seksual terhadap anak

12. Belum tercapainya Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak
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BAB 1V TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil
yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA yaitu :

Tujuan : “Meningkatnya Pembangunan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan
Terhadap Perempuan Dan Anak”

Dengan Indikator Tujuan :
a. Indeks Pembanguna Gender(IPG)
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan 3 Sasaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah :
Sasaran 1: Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
Dengan Indikator Sasaran :
a. Persentase Jumlah Perempuan yang Medapatkan Keterampilan
b. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan
Anggaran Responsif Gender
c. Persentase Partisifasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

d. Persentase Partisifasi Perempuan dilembaga Swasta
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Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak
Dengan Indikator Sasaran :

a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak

b. Indek Perlindungan Anak (IPA)

Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Dengan Indikator Sasaran :
a. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan

Pengaduan

Sasaran 4: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Dengan Indikator Sasaran :
a. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan

Pengaduan

Sasaran 5 : Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dengan Indikator Sasaran :
a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar
Lampung (Nilai SAKIP OPD)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel TC-25 sebagaimana berikut ini :
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BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif
tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel
TC-26 berikut ini.
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program
prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan
pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman
operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta
pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel TC-27. Adapun rekapitulasi program

dan kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
1.2.3. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

1.3.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.3.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
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1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan
Listrik
1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
2.1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota
2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
3.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup

Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (DAK)
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3.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kab/Kota
3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK)

3.3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.3.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak
Kekerasan

3.3.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak
Kekerasan (DAK)

3.3.3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
4.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan

Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten /Kota
4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg

dan  Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

4.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk
peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
5.1. Kegiatan Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota

5.1.2. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender & Anak
Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
6.1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
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6.2.

6.6.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

6.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan = Kualitas  Hidup  Anak  Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

7.1.

7.2.

7.3.

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan

para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan

Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
7.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi = Pelaksanaan

Pendampingan Anak yang Memerlukan Perllindungan Khusus
Kewenangan Kab/Kota (DAK)

7.2.3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat

Daerah

7.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah.

Renstra Uimas %méemfﬂymn Peremﬁuan dan %;ﬂﬁn/a@ﬁn Anak Tahun 2021-2026




BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun

2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel TC-28
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BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti
periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan yang
sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan
selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar
Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar
Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai
dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh
dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun
2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan
akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang
pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar

Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA
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BERITA ACARA

PENYESUAIAN RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH BESERTA PENDANAANNYA

DALAM RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh tiga Bulan November Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bandar Lampung, telah dilaksanakan pembahasan bersama
antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung terkait adanya Penambahan Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota pada Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya telah ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 dan telah
disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Secara rinci penambahan kegiatan dan sub kegiatan dimaksud beserta
dasar peraturan/pertimbangan yang menjadi latar belakang diuraikan

sebagai berikut:

1. Tahun 2023, 2024, 2025

Penambahan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten / Kota.

Penambahan Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Dasar Usulan/Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar
Lampung pada Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung
berdasarkan Surat Undangan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor :

005/1899/11.01.170/2022 tanggal 18 November 2022.



Hasil pembahasan berupa kertas kerja yang memuat penyesuaian terhadap
Tabel 6.1/TC-27 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 — 2026
(Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan)
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bandar Lampung, 23 November 2022

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung

EKA AFRIANA, S. Pd
NIP. 19730425 200804 2 001

Tod Mengetahui,
Diverifikasi : Tanggal Tangen Kepala Badan Perencanaan
1 | ARI RODIANSYAH, ST Pembangunan Daerah,

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

2 | Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si

Perencana Ahli Madya

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002



Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

. . Kesesuaian Faktor ; .
Tidak i
Ada Ketidak Apabila Tidak
Ada Sesuaian
1) (2) (3) 4) () (6)
1. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah \/
dan Penyusunan Agenda Kerja
2. Penyiapan data dan informasi \/
3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah \/
kabupaten/kota
4. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah \/
provinsi
5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah \/
kabupaten /kota
6. | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan \/
Perangkat Daerah kabupaten/kota
7. Perumusan isu-isu strategis \/
8. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Di tingkat OPD
kabupaten/kota tidak
merumuskan
Visi dan Misi
- tetapi Tujuan
dan Sasaran
Perangkat
Daerah
9. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Di tingkat OPD
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi tidak
pembangunan jangka menengah daerah merumuskan
Visi dan Misi
B tetapi Tujuan
dan Sasaran
Perangkat
Daerah
10. | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota
11. | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota
12. | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal
Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah
kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan \/
awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator
keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah
13.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target
kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang
menjadi  tugas dan fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/kota




Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor : :
No Jenis Kegiatan Penyebab Pdeak Lanjut
. . enyempurnaan
Tidak Ketidak o o
Ada Ada Sesuaian Apabila Tidak
1) 2) @A) “) E) (6)
14. | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 \/
(lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
15. | Perumusan indikator  kinerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran \/
RPJMD kabupaten/kota
16. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota \/
17. | Perumusan indikator Kkinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota \/
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas
dan kebutuhan pendanaan  pembangunan  jangka
18. | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota \/
19. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Belum sampai
kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan } pada tahapan
program pembangunan jangka menengah daerah tersebut
kabupaten/kota.
20. | Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Belum sampai
yang telah disahkan - pada tahapan
tersebut

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak-Kota Bandar Lampung

Tanda

Mengetahui,

Diverifikasi pada: 08 Sept 2021

Tangan

1 | YUSMAN KUNANG HS,, S.Sos.

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat Bappeda

2 | PUSPITA DEWI, SE

Kasubbid Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Kepala Bappeda,

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002




GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Hasil Pemeriksaan

Kesesuaian

Faktor

No Sistematika Tidak Penyebab P'(Ie‘rlll;:?rll(pllﬁ:ll::n
ida :
Ketidak . .
Ada Ada Sesuaian Apabila Tidak
1) (2) (3) 4) ) (6)
1 | BABI PENDAHULUAN N
1.1 Latar Belakang \/
1.2 Landasan Hukum \/
1.3 Maksud dan Tujuan \/
1.4 Sistematika Penulisan \/
GAMBARAN PELAYANAN
2 | BABII PERANGKAT DAERAH v
21 Tugas, Fungsi, dan Struktur \/
' Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah \/
Kinerja Pelayanan Perangkat \/
2.3
Daerah
Formulir E.80 v
Tabel T-C.23. \/
Tabel T-C.24. \/
Tantangan dan Peluang \/
2.4 Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
3 | BABIII | STRATEGIS PERANGKAT v
DAERAH
Identifikasi Permasalahan
31 Berdasarkan Tugas dan Fungsi N
Pelayanan Perangkat Daerah
Telaahan Visi, Misi, dan Program
3.2 Kepala daerah dan wakil kepala \/
daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan
3.3 Renstra \/
Telaahan Rencana Tata Ruang
3.4 Wilayah dan Kajian Lingkungan \/
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis \/




Hasil Pemeriksaan

No Sistematika Kesesuil.:;nk P:‘:;rf(:g;b lei:;:il:pll'l?:li::n
Ada |y soeddak | Apabila Tidak
(1) (2) 3) 4) ) (6)
4 | BABIV | TUJUAN DAN SASARAN V
41 Tujuan dan Sasaran Jangka \/
Menengah Perangkat Daerah
Tabel T-C.25. V

5 | BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN \/

Tabel T-C.26. v

RENCANA PROGRAM DAN
6 | BABVI KEGIATAN SERTA PENDANAAN \/

Tabel T-C.27. Vv
KINERJA PENYELENGGARAAN
7 | BABVIL | g1 ANG URUSAN v
Tabel T-C.28. Vv
8 | Bab VIl | PENUTUP N

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Mengetahui,
Diverifikasi pada: 08 Sept 2021 1'," ;I:‘g‘ﬁl Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 YUSMAN KUNANG HS,, S.Sos.
Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat Bappeda
2 PUSPITA DEWI, SE
Lo Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pemberdayaan Perempuan dan Pembina Utama Muda
Keluarga Berencana
g NIP. 19631015 199001 1 002




Formulir E.69

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kota Bandar Lampung

No Aspek Penjelasan Hasil Pengendallan
dan Evaluasi
1. | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah | Perumusan tujuan sasaran perangkat
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi | daerah sudah sesuai dan mengarah
pembangunan jangka menengah daerah pada pencapaian visi dan misi
pembangunan  jangka  menengah
daerah
2. | Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan RPJMD
kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah
kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
3. | Perumusan rencana program, Kkegiatan Perangkat | Sudah sesuai dengan RPJMD
Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan
umum dan program pembangunan jangka menengah
daerah
4. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan | Sudah sesuai dengan RPJMD
pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas
dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah daerah.
5. | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan RPJMD
kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah daerah
6. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan RPJMD
kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan
program pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota.
Bandar Lampung, 08 September 2021
Mengetahui,
Diverifikasi oleh : TT :I:‘g‘:; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 | YUSMAN KUNANG HS,, S.Sos.

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat Bappeda

2 | PUSPITA DEWI, SE

Kasubbid Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002




Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

. . Kesesuaian Faktor ; .
Tidak i
Ada Ketidak Apabila Tidak
Ada Sesuaian
1) (2) (3) 4) () (6)
1. Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah \/
dan Penyusunan Agenda Kerja
2. Penyiapan data dan informasi \/
3. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah \/
kabupaten/kota
4. Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah \/
provinsi
5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah \/
kabupaten /kota
6. | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan \/
Perangkat Daerah kabupaten/kota
7. Perumusan isu-isu strategis \/
8. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Di tingkat OPD
kabupaten/kota tidak
merumuskan
Visi dan Misi
- tetapi Tujuan
dan Sasaran
Perangkat
Daerah
9. Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Di tingkat OPD
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi tidak
pembangunan jangka menengah daerah merumuskan
Visi dan Misi
B tetapi Tujuan
dan Sasaran
Perangkat
Daerah
10. | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota
11. | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota
12. | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal
Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah
kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan \/
awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator
keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah
13.

Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah
Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target
kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang
menjadi  tugas dan fungsi Perangkat Daerah
kabupaten/kota




Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor : :
No Jenis Kegiatan Penyebab Pdeak Lanjut
. . enyempurnaan
Tidak Ketidak o o
Ada Ada Sesuaian Apabila Tidak
1) 2) @A) “) E) (6)
14. | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 \/
(lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
15. | Perumusan indikator  kinerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran \/
RPJMD kabupaten/kota
16. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota \/
17. | Perumusan indikator Kkinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota \/
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas
dan kebutuhan pendanaan  pembangunan  jangka
18. | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Belum sampai
Daerah kabupaten/kota - pada tahapan
tersebut
19. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Belum sampai
kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan } pada tahapan
program pembangunan jangka menengah daerah tersebut
kabupaten/kota.
20. | Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Belum sampai
yang telah disahkan - pada tahapan
tersebut

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Diverifikasi pada: 23 Juni

2021

Tanda
Tangan

1 | YUSMAN KUNANG HS.,, S.Sos.

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Bappeda

2 PUSPITA DEWI, SE

Kasubbid Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembina Utama Muda

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

NIP. 19631015 199001 1 002



GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA

PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Hasil Pemeriksaan

Kesesuaian

Faktor

No Sistematika Tidak Penyebab P'(Ie‘rlll;:?rll(pllﬁ:ll::n
ida :
Ketidak . .
Ada Ada Sesuaian Apabila Tidak
1) (2) (3) 4) ) (6)
1 | BABI PENDAHULUAN N
1.1 Latar Belakang \/
1.2 Landasan Hukum \/
1.3 Maksud dan Tujuan \/
1.4 Sistematika Penulisan \/
GAMBARAN PELAYANAN
2 | BABII PERANGKAT DAERAH v
21 Tugas, Fungsi, dan Struktur \/
' Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah \/
Kinerja Pelayanan Perangkat \/
2.3
Daerah
Formulir E.80 v
Tabel T-C.23. \/
Tabel T-C.24. \/
Tantangan dan Peluang \/
2.4 Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
3 | BABIII | STRATEGIS PERANGKAT v
DAERAH
Identifikasi Permasalahan
31 Berdasarkan Tugas dan Fungsi N
Pelayanan Perangkat Daerah
Telaahan Visi, Misi, dan Program
3.2 Kepala daerah dan wakil kepala \/
daerah Terpilih
Telaahan Renstra K/L dan
3.3 Renstra \/
Telaahan Rencana Tata Ruang
3.4 Wilayah dan Kajian Lingkungan \/
Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis \/




Hasil Pemeriksaan
Kesesuaian Faktor . .
No Sistematika Tidak Penyebab P:‘llll;i?lll(pll‘larl:ll:atn
ida .
Ketidak . .
Ada | ", o S Apabila Tidak
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 | BABIV TUJUAN DAN SASARAN \/
41 Tujuan dan Sasaran Jangka \/
' Menengah Perangkat Daerah
Tabel T-C.25. v
5 | BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN \/
Tabel T-C.26. V
RENCANA PROGRAM DAN
6 | BABVI KEGIATAN SERTA PENDANAAN \/
Tabel T-C.27. Vv
KINERJA PENYELENGGARAAN
7 | BABVII BIDANG URUSAN \/
Tabel T-C.28. v
8 | BabVIIl | PENUTUP v

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak-Keta Bandar Lampung

A\

‘Dra. SRIASIYAH

Diverifikasi pada: 23 Juni
2021

NN o —
NIP:19620809°198803 2 004
Mengetahui,
Tanda Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tangan

1

YUSMAN KUNANG HS,, S.Sos.

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Bappeda

PUSPITA DEW], SE

Kasubbid Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002




Formulir E.69

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kota Bandar Lampung

No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian
dan Evaluasi

1. | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah | Perumusan tujuan sasaran perangkat
kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi | daerah sudah sesuai dan mengarah
pembangunan jangka menengah daerah pada pencapaian visi dan misi

pembangunan  jangka  menengah
daerah (Rancangan Akhir RPJMD)

2. | Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir
kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah | RPJMD
kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

3. | Perumusan rencana program, Kkegiatan Perangkat | Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir
Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan | RPJMD
umum dan program pembangunan jangka menengah
daerah

4. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan | Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir
pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota | RPJMD
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas
dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah daerah.

5. | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir
kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran | RPJMD
pembangunan jangka menengah daerah

6. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah | Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir
kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan | RPJMD
program pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota.

Bandar Lampung, 23 Juni 2021

Mengetahui,
Diverifikasi oleh : 23 Juni 2021 TT:I:‘g‘:; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
1 | YUSMAN KUNANG HS,, S.Sos.

Kepala Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat Bappeda

2 | PUSPITA DEWI, SE
Kasubbid Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Keluarga Berencana .

& Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002




RUMUS INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 DAN PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2021

NO Bidang Urusan/Indikator Indikator Kinerja RUMUS
1 Program Pengarustamaan Gender | IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Statistik
dan Pemberdayaan Perempuan
Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan
Keterampilan X 100
Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)
Persentase ARG pada Blaanja Langsung APBD Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun
(Permendagri No.17 Tahun 2021)
2. Program Perlindungan Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti
Perempuan Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017) X 100
Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti
Mendapatkan Layanan Komprehensif X 100
(Permendagri No.17 Tahun 2021) Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar
3. Program Peningkatan Kualitas Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG
Keluarga Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) X100
Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung
(180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel )
4. Program Pengelolaan Sistem Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah

Data Gender dan Anak

(Permendagri N0.86 Tahun 2017) X 100
Jumlah Pekerja Perempuan

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta

(Permendagri No.86 Tahun 2017) X 100

Jumlah Pekerja Perempuan

Rasio KDRT (Permendagri No.86 Tahun 2017)

Jumlah KDRT
X 100

Jumlah Rumah Tangga

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
(Permendagri N0.86 Tahun 2017)

Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
X100

Jumlah Angkatan Kerja Perempuan




Program Pemenuhan Hak Anak

Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak

Tingkat Capaian

Indek Perlindungan Anak (IPA)

Tingkat Capaian

Program Perlindungan Khusus

Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan

Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti

Anak Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017) X 100
Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti
Mendapaatkan Layanan Komprehensif X100
(Permendagri No.17 Tahun 2021) Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar
Bandar Lampung, 2021
Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004




NO

INDIKATOR KINERJA

RUMUS / FORMULA

Persentase Jumlah Perempuan Yang
Mendapatkan Keterampila

Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan
X 100
Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)

1. Kondisi Awal sudah dilakukan pelatihan dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020 = 8.900 Perempuan
2. Rencana Target dalam 5 Tahun yang diberikan Pelatihan = 16.000 Perempuan

- Tahun 2021 = 8.900 + 1.100 = 10.000 Perempuan
- Tahun 2022 = 10.000 + 1.500 = 11.500 Perempuan
- Tahun 2023 = 11.500 + 1.500 = 13.000 Perempuan
- Tahun 2024 = 13.000 + 1.500 = 14.500 Perempuan
- Tahun 2025 = 14.500 + 1.500 = 16.000 Perempuan

3. Kondisi Awal Tahun 2020 = 8.900
---------- X 100% = 55.63%

16.000

- Tahun 2021 = 10.000
__________ X 100% = 62.5%
16.000

- Tahun 2022 = 11.500
---------- X 100% =71.88%
16.000

- Tahun 2023 = 13.000
---------- X 100% = 81.25%
16.000

---------- X 100% = 90.63%




- Tahun 2025 = 16.000

X 100% = 100%

- Tahun 2025 = 16.000

X 100% = 100%

Persentase ARG pada Blaanja
Langsung APBD
(Permendagri No.17 Tahun 2021)

Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun

Kondisi Awal Tahun 2020 = 17 OPD

Tahun 2021 = 17 Lembaga ( OPD, Kecamatan, Kelurahan)

- Tahun 2022 = 17+ 17 = 34 Lembaga

- Tahun 2023 = 43 +30 = 64 Lembaga
- Tahun 2024 = 64 +29 = 93 Lembaga
- Tahun 2025 = 93 + 29 =122 Lembaga
- Tahun 2026 = 93 + 29 = 122 Lembaga

Persentase OPD/Lembaga Pemerintah
yang Mengimplementasikan Anggaran
Responsif Gender (ARG)

Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG
X100
Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung ( 180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel )

Kondisi Awal Tahun 2020 = 17
------ X 100% = 9.44%

- Tahun 2021 = 17
----- X 100% = 9.44%




- Tahun 2022

- Tahun 2023

- Tahun 2024 =

- Tahun 2026=

34
------ X 100% = 18.88%
180
64
------- X 100% = 35.55%
180
93
------- X 100% =51.67%
180

------- X 100% = 67.78%

122
------ X 100% = 67.78%

Bandar Lampung, 2021
Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004




TaberT-C27.

o Bandar Lampung

T — S Vet T
e = o L
— o Fim
B
il b=y T T T T T T
H LI
H : = e -
(R—— - | — e
R R — e
R A - - w 5 o o b [
[tampung s 5P 0PO). -
e R e R e | (e e (e w—— fa——
=== ) i =5 e e e =5
o it e o o [ e
iy ke ke et et s ke
o e e B L e e i SR T e ST T | ST | S| D
[l s i i e o e, i
T T T T T g o
e e s s i i i i
s
o, |
s F
o o T T o T
o ekl T ST T T S S S e e T L L L e S
-
T = s e
= =
e e i ‘ ‘ i s =
e
b T T
Y i a—
e i i “ i
- i i i i “ i
T T T e e e s T T T T T T R St
- -
I ] ey e s e s e e R R e e e e St
R o o T T T T




eeseny i e

T % | T | a9 T T T o TS0 T e T T
S S —
[
T e i % ||z wor TezA | a9 A a e e TSI || D B ] T |0 T TS| e | T D
i T [ | T T T Thown
e s s o o [ | T T T Thowan
e ke, -
[ominrs o shareio g
ek o
emiroe s ot
[y
e ko .
e g oo o
[

T,

T[T i o [ | |
T o o o | | ) | e T STy
[ o s
ot —
ey
R R R e e o | o s | Yo | T s | T e =
e e e
ER R ™ o T | | TR | B T | [ T | | T | TR | RS ST T T
e e g
[ A .
e o L S S S e e e e s S s s = Bty
[ —
e
o ey ey el | ey e
e g oo M R
[ctupan perempusn Korban Kekerasan yarg Mendapatian . o o
e x 1 10 10 10 1
e % N R N R I e e e e i | o | s | s | e | 1w | iwens | sssemen | mmmess | i R N L R SovAT | A Tt
[Prsoise g Kb Kerson dn THPO a5 % e 5 5 Tor Tor e e
[merspananayae penens
T = = N e R T N N e e B N R B B I B R T R L N R e N Tt
g
e
T e e | o o | S e T T s T T T T T Eee = T e = sty
i e e [Revmp
[t et
e




vk Tt ean

oo Tt

E

T

T




e o S v B s
[FRE——— s e e atys atys e [
ik etiagn sk 1) o P o n n e e
= Tissensa | W | seaamnos e = Wty | Zswagrem o Wy | TEsEES o Ve | s e Nty | TSRS e s | s ot tanpiny
s OO |00 o e WAz wor Wy TS wor N T a Ny | RS a e DT T
e apeinn d0n (e s s o o o o
e ey e
e
™ Emonpenes | Tee | Esaen W £ T W T W £ T e T e TR B st
e
et i g tnak
v Kopat
et s
i
ey i i o v ok
T —————— o o o ™ ™ o o
e
> Somsenee | is0 | Teassaaeos | IR ™ | e | s e[ s | o Sssee | S R R e e T Tt
(s
o ™ T W ™ T W TS W £ e e T e T B Tt
g o s ik gt
ek g
e [
Fenfampng Rt ey o pemin pemin o e
R (i (i o
e s e N e O T e O R o T[S O N L T ) e
ek o ot
e e [ | [ | [
oS e i
o o e




s s e
R T T[T o ST | T | SR o SHsmr | Tow | iSO SHsmor | o | S o S| T | SR o e T o SIS T | T o TS| DA e
-
o rion gt
o s e
o ey o kg e
[

Bandar Lampung, 06 Jun 2022
Kepala Dinas Permberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Penambaan pada
2.08.01.2.05 Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah
20801 Berdasarkan

Dra.SELASIYAH
i NIP. 19620809 198803 2004
scsuai dengan Perwali 4 Tahun 2021
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TABEL TC-23
PENCAPAIAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017-2020

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

TARGET
NSPK

TARGE
TIKK

TARGET
INDIKATOR
LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE

2016 2017 2018 2019 2020

2016

2017 2018 2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

@)

(2)

3)

(4)

(5)

(6) () (8) (9) (10)

(11)

(12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Terpenuhinya hak - hak Anak

85%

70% 75% 80% 85%

70% 80% 90.17%

69.23%

100%

106.67%

112.71%

81.45%

Terlaksananya Pembentukan
dan Pengembangan Sekolah
Ramah Anak (SRA)

100% (300
Sekolah)

10% (300
Sekolah)

10% (300
Sekolah)

0%

100% (374
sekolah)

Tersedianya Fasilitas Layanan
Melalui Pembentukan Pos
Curhat dan PAAR

8Lokasi / 80
Orang

4 Lokasi / 40
Orang

4 Lokasi /
40 Orang

0%

Terlasananya Pelayanan dan
Pendampingan Bagi Anak
Korban Tindak Kekerasan

12 Bulan

- 12 Bulan - - -

12 Bulan - -

33%

Tersedianya Forum Anak Daerah

- 1 Lembaga - - -

1 Lembaga - -

32%

Tercapainya Bandar Lampung
menjadi Kota Layak Anak

KLA Madya

KLA

KLA Mad
adya Madya

KLA Pratama

- KLA Pratama | KLA Pratama

KLA
Madya

92%

99%

52%

Terlaksananya Pelayanan
Pengaduan melalui Telepon
sahabat Anak

100%

- 100% 100% 100% 100%

- 100% -

81%

Terlaksananya Pembentukan
dan Pengembangan Forum Anak
Daerah

1 Lembaga

0%

Terlaksananya Sosialisasi PAAR
dan Pos Curhat Kepada
Masyarakat (3)

2000 Orang

97%

86%




10

Peningkatan Kapasitas Aktivis
PATBM di Masyarakat (3)

11

Terlaksananya Sosialisasi
Pencegahan Tindak Kekerasan
dan Perkawinan Anak
Bekerjasama Dengan Lembaga
Pemerhati Anak

6 Lembaga

4 Lembaga

4 Lembaga

62%

61%

12

Terlaksananya Kerjasama/ mitra
dengan lembaga pemerhati anak

13

Terlaksananya Pelayanan Teknis
Perlindungan Anak dan
Perempuan

1 Lembaga

1 Lembaga

1
Lembaga

1 Lembaga

1 Lembaga

73%

93%

14

Terlaksananya Workshop
Parenting Untuk Perlindungan
Anak Di Era Digital

3 Paket

3 Paket

0%

15

Tersedianya Sarana Mobile
Toilet Khusus Perempuan dan
Anak di Tempat Umum

16

Terlaksananya Penyusunan
Perwali Perempuan

1 Dokumen

17

Persentase jumlah perempuan
yang mandiri berdaya guna dan
berdaya saing

4.33%

7.98%

34.72%

56.34%

75.95%

7.98%

34.72%

59.45%

59.45%

100%

100%

105.52%

53.00%

18

Terlaksananya Jumlah Kader
perempuan yang mengikuti
Sosialisasi

360 Orang

2500 Orang

360 Orang

2500 Orang

67%

100%

76.27%

19

Terlaksananya KDRT dan TPPO
Kepada Masyarakat

55 Kasus

20

Sosialisasi dan Penanganan
Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan TPPO

21

Meningkatnya Pengetahuan
SDM Anggota Dharma Wanita
Kota Bandar Lampung (4)

485 Orang

175 Orang

600 Orang

500 Orang

175 Orang

600 Orang

500 Orang

96%

98%

99%




22

e Meningkatnya kapasitas SDM
Anggota Dharma Wanita
eJumlah perempuan
yang dilatih dalam penanganan
masalah sosial
eJumlah organisasi
perempuan yang tergabung di
dalam GOW yang difasilitasi
[ ]
Jumlah Perempuan korban
kekerasan yang mendapatkan
pelatihan(4)

23

Terlaksananya Penguatan Peran
Organisasi Perempuan Melalui
Peningkatan Kapasitas Kader
Dalam Kepedulian Masalah
Sosial dan Masyarakat (4)

475 Orang

480 Orang

500 Orang

400 Orang

480 Orang

500 Orang

400 Orang

73%

99%

99%

24

Jumlah organisasi perempuan
yang tergabung di dalam GOW
yang difasilitasi (4)

10 Organisasi

5 Organisasi

5 Organisasi

5 Organisasi

5
Organisasi

5 Organisasi

5 Organisasi

93%

96%

97%

25

Terlaksananya Peningkatan
Keterampilan Melalui Pelatihan
Bagi Perempuan Korban Tindak
Kekerasan (4)

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

53%

100%

0%

26

Terlaksananya Bimbingan Teknis
Bagi Perempuan Korban Tindak
Kekerasan

75 Orang

75 Orang

65%

27

Jumlah Keterlibatan Publik
dalam Upaya Kesejahteraan
Perempuan dan Anak

30 Partisipan

20
Partisipan

28

Terlaksanananya Sosialisasi
kebijakan pencegahan
kekerasan terhadap perempuan




29

Terlaksananya Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan

30

Terlaksanya Penguatan Kegiatan
dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan
perempuan

31

Persentase Jumlah Perempuan
yang mampu meningkatkan
kualitas hidup keluarga

100%

18.51%

33.33%

56.89%

77.78%

18.51%

33.33%

56.89%

77.78%

90%

85%

90%

21%

32

Jumlah Perempuan yang
mendapatkan pengetahuan ttg
keluarga sehat sejahtera (5)

100 Orang

100 Orang

100 Orang

100
Orang

100 Orang

100 Orang

100 Orang

93%

99%

33

Terlaksananya Peningkatan
Keterampilan bagi Perempuan
dan Keluarga (5)

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

150 Orang

92%

98%

95%

34

Jumlah Perempuan yang
mendapatkan ketrampilan
untuk peningkatan ekonomi (5)

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

48%

92%

0%

35

Terlaksananya Perencanaan
Penganggaran yang Responsive
Gender pada OPD

33 0PD

150PD

23 OPD

150PD

23 OPD

61%

56%

42%

36

Jumlah OPD yang melakukan
perancanaan penganggaran
responsive Gender

37

Pelatihan Pengetahuan Peran
Perempuan di Bidang
Sosial/Politik/Hukum

25 Orang

25 Orang

0%

38

Tersedianya informasi Data
gender dan anak

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

1 Dok Lap

28%

0%

21%




39

Persentase Aktivis Perempuan
dalam Penanganan Kasus
Kekerasan di Masyarakat
(persen per 1000 Perampuan)

40

Telaksananya Penyusunan Buku
Profil Gender dan Anak

1 Dokumen

33 0OPD

33 OPD

33 OPD

33 0PD

33 0OPD

33 OPD

67%

0%

94%

4

Terlaksananya Pengembangan
Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak di Kota Bandar Lampung

252 Orang

252 Orang

252 Orang

0%

42

Peningkatan Kapasitas Aktivis
PATBM di Masyarakat

137 Kader

137 Kader

252 Orang

0%

43

Terlaksananya Sosialisasi
Standar Data Gender

33 0PD

33 0OPD

44

Jejaring Data dan Informasi
Perempuan dan anak

1 Dokumen

45

Terlaksananya Pemeran Hasil
Perempuan di Bidang
Pembangunan

2 Kali Pameran

2 Kali
Pameran




TABEL TC-24
ANGGARAN DAN REALISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2020

Angearan pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Rasio antara Realisasi dan Rata-rata
. 68 p " Tahun ke- Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
Uraian 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1] 2 3 4 5 | Anggaran | Realisasi
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016| 2017 | 2018 | 2019 | 2020
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN - 2,588,359,750| 2,605,734,750| 3,205,400,000| 2,019,087,345| - 1,899,330,562| 2,378,610,703| 2,749,682,460 966,026,322 - 73% | 91% | 86% | 48% 1% 0.80%
PERLINDUNGAN ANAK




PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tabel TB - 35

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Rendahnya upaya perlindungan
perempuan dan anak

1.1 Tingginya kasus kekerasan,
ekploitasi, diskriminasi
terhadap perempuan dan anak

1.1.1

Masih banyak perempuan rentan
terhadap tindak kekerasan

1.1.2

Minimnya sosialisasi dan publikasi
tentang kekerasan, eksploitasi dan
diskriminasi terhadap perempuan
dan anak

1.1.3

Terbatasnya tenaga profesional
pendamping terhadap perempuan
korban kekerasan

1.1.4

Belum adanya rumah aman

1.1.5

Rendahnya persentase aktivis
perempuan dalam penangan kasus
kekerasan, ekploitasi dan
diskriminasi

Tingkat partisifasi perempuan
khususnya dibidang politik dan
hukum masih belum maksimal

2.2 Rendahnya IDG

2.2.1

Masih banyaknya OPD yang belum
melakukan penyusunan anggaran
yang Responsif Gender / PPRG
(Perencanaan, Penganggaran
Responsif Gender )

2.2.2

Belum optimalnya pemanfaatan
CBR dalam pemberdayaan
ekonomi produktif bagi perempuan




2.2.3

Kesenjangan Pedapatan antara
Laki-Laki dan Perempuan cukup

tinggi

2.24

Minimnya jumlah perempuan yang
berkiprah dibidang politik dan
hukum (kurangnya kesadaran
berpolitik dan pengetahuan hukum
bagi perempuan)

Belum Optimalnya KIE peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan
perempuan dan anak

3.3 Tingginya Kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak

3.3.1

Mudahnya akses informasi digital
yang tidak layak

3.3.2

Banyaknya situs di media online
seperti pornografi, pelecehan
seksual dan penipuan
menyebabkan tingginya kasus
tindak kekerasan terhadap anak

333

Kurangnya pemahaman tentang
penanganan dan perlakuan
terhadap anak berkebutuhan
khusus (ABH), sehingga hak anak
berkebutuhan khusus sulit
terpenuhi

334

Minimnya waktu dalam keluarga

3.3.5

Belum optimalnya
publikasi/kampanye anti kekerasan
terhadap perempuan dan anak




3.3.6 Tidak adanya pengetahuan,
kesadaran dan kemampuan pada
diri anak-anak untuk
mempertahankan diri dan
menghindari potensi kekerasan

3.3.7 Belum adanya layanan konseling
bebas pulsa untuk perempuan dan
anak

Rendahnya kualitas sistem 4.4 Belum maksimalnya data profil |4.4.1 Tidak adanya data terpilah gender
pencatatan dan pelaporan gender dan anak dan anak
penanganan kasus tindak kekerasan

4.4.2 Belum optimalnya koordinator
antar stakehoulder terkait
eksploitasi dan diskriminasi pada
perempuan dan anak

4.4.3 Belum optimalnya sistem
informasi pelaporan online
perlindungan perempuan dan anak

4.4.4 Belum ada data yang terintegrasi
dari seluruh stake houlder tentang
eksploitasi kekerasan dan
diskriminasi pada perempuan dan
anak

Rendahnya peran masyarakat dan |5.5 Belum optimalnya 5.5.1 Prosentase aktivis PATBM yang

media dalam perlindungan
perempuan dan anak

Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM)

masih minim jika dibandingkan
jumlah perempuan dan anak




5.5.2 Rendahnya kualitas SDM aktivis
PATBM

5.5.3 Minimnya anggaran untuk
peningkatan kapasitas PATBM

5.5.4 Kurangnya Ruang Publik Terpadu
Ramah Anak (RPTRA)

5.5.5 Kapasitas pemberdayaan dan

perlindungan anak masih tebatas




Tabel TC - 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG

KONDIS| |ARGE]
INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN AKHIR
MiISI TUJUAN SASARAN SATUAN| AWAL
TUJUAN/SASARAN
2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
MENINGKATNYA Indeks Pembanguna angka 93.86 93.87 | 93.88 | 93.90 | 93.93 | 93.96 | 93.96 93.96
PEMBANGUNAN KESETARAAN Gender(IPG)
B GENDER SERTA
PERLINDUNGAN TERHADAP Indeks Pemberdayaan angka 71.88 72.00 | 72.50 | 73.00 | 73.50 | 74.00 | 74.00 74.00
PEREMPUAN DAN ANAK Gender (IDG)
1. Meningkatnya Peran Persentase Jumlah
Perempuan dalam Perempuan yang % 55.63 | 62.50 | 71.88 | 81.25 | 9063 | 100 | 100 100
Pembangunan Mendapatkan
Keterampilan
Persentase OPD/Lembaga
Pemerintah yang
Mengimplementasikan % 9.44 18.88 | 18.88 | 35.55 | 51.67 | 67.78 | 67.78 67.78
Anggaran Responsif
Gender
Persentase Partisipasi
Perempuan di Lembaga
Pemerintah % 2.54 2.54 2.79 3.04 3.29 3.54 3.54 3.54
Persentase Partisipasi
Perempuan dilembaga
Swasta % 62.97 62.97 | 62.97 | 63.17 | 63.37 63.57] 63.57 63.57
. i i i i Tingkat
2. Meningkatnya Capaian Tingkat Capaian Kota ing .a Madya | Madya | Madya | Madya | Nindya | Nindya | Nindya|  Nindya
Kota Layak Anak Layak Anak Capaian
Indek Perlindungan Anak % 625 | 641 | 662 | 684 | 72.7 | 727 | 717 71.7

(IPA)




3. Meningkatnya Penanganan
Kasus Kekerasan Terhadap

- Cakupan Perempuan
Korban Kekerasan yang

% 100 100 100 100 100 100 100 100
Perempuan Mendapatkan
Penanganan Pengaduan
4. Meningkatnya Penanganan | - Cakupan Anak Korban
Kasus Kekerasan Terhadap Kekerasan yang
Anak Mendapatkan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penanganan Pengaduan
- Hasil Penilaian
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
Penyelenggaraan Urusan
yelenee oleh Inspektorat Kota Nilai BB BB BB BB BB BB BB BB

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

Bandar Lampung (Nilai
SAKIP OPD)




TABELTC- 26

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

MENINGKATNYA PEMBANGUNAN
KESETARAAN GENDER SERTA
PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK

1. Meningkatnya Peran Perempuan
dalam Pembangunan

2. Meningkatnya Capaian Kota Layak
Anak

3. Meningkatnya Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Perempuan

4. Meningkatnya Penanganan Kasus
Kekerasan Terhadap Anak

Meningkatkan Kualitas SDM Perempuan
serta aksesibilitas pelayanan anak dalam
rangka mendukung tumbuh kembang yang
berkualitas

Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan Perencana
dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep
KesetaraanGender dengan Fokus Penguatan Partisipasi
Perempuan dalam segala lini

Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan sebagai Leader
di Berbagai Bidang

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kemandirian Perempuan
Melalui Pemberian Pelatihan Keterampilan

Menciptakan Lingkungan Fisik dan Sosial yang dapat
Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak serta Kehidupan yang
Ramah Anak

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak
dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan
Perlakuan Salah lainnva

Meningkatkan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan




TABEL TC-28
INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun Target
NO Indikator Satuan Awal Akhir
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD

1 |IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) % 71.88 72.00 72.50 73.00 73.50 74.00 74.00 74.00
Persentase Jumlah Perempuan yang

2 . % 55.63 62.50 71.88 81.25 90.63 100 100 100
Mendapatkan Keterampilan

3 Persentase ARG pada Belanja Langsung Lembaga 17 17 34 64 93 122 122 122
APBD
Cakupan Perempuan Korban

4 |Kekerasan yang Mendapatkan % 100 100 100 100 100 100 100 100
Penanganan Pengaduan
Persentase Perempuan Korban

5 |Kekerasan dan TPPO yang % 100 100 100 100 100 100 100 100
Mendapatkan Layanan Komprehensif
Persentase OPD/Lembaga Pemerintah

6 |yang Mengimplementasikan Anggaran % 9.44 18.88 18.88 35.55 51.67 67.78 67.78 67.78
Responsif Gender

7 |Persentase Partisipasi Perempuan di % 254 | 254 | 279 | 304 3.29 3.54 3.54| 3.54
Lembaga Pemerintah

g [Fersentase Partisipasi Perempuan % 6297 | 6297 | 6297 | 6317 | 6337 6357| 6357 | 6357

dilembaga Swasta




9 |Rasio KDRT yang Tertangani % 0.53 0.53 0.78 1.03 1.28 1.53] 1.53 1.53
10 |Partisifasi Angkatan Kerja Perempuan % 55.31 55.31 55.56 55.81 56.06 56.31] 56.31 56.31
11 Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Tingkat Madya | Madya | Madya | Madya Nindya | Nindya | Nindya Nindya

Layak Anak Capaian (625) (641) (662) (684) (717) (717) (717) (717)
12 |Indek Perlindungan Anak (IPA) % 62.5 64.1 66.2 68.4 71.7 71.7 71.7 71.7
13 Cakupan Anak Korban Kekerasan yang % 100 100 100 100 100 100 100 100

Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Persentase Anak Memerlukan
14 |Perlindungan Khusus yang % 100 100 100 100 100 100 100 100

Mendapatkan Layanan Komprehensif
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